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ABSTRACT

The State of Indonesia is a democratic constitafictate, based on Pancasila and the
1945 Constitution of the Republic State of Indameshich upholds human rights and
guarantees all citizens at the same time in law goekernment and is obliged to uphold
such law and government without exception.

The judge is the organs of the court on which &hbe placed duty and great
responsibility for law and justice can be enforcbdf on the other hand Judge is also
an ordinary man who in carrying out his duty thant be separated from mistakes
either intentionally or unintentionally.

Many public scrutiny that saw the duties of a gdgas questioned, ranging
from the behavior of a dormant judge while perforgnhhis duties in the courtroom, to
the alleged bribery to the judge when handling secancluding Judge's infidelity into a
bleak portrait of public concern.

Given the many phenomena of irregularities conaaitty Judges above, it is
necessary an independent institution in chargerotiging oversight of violations of
ethical codes and judicial behavior guidelines. sThjudicial commission was
established to fulfill a sense of justice and trighthe community with a background.

In this research, the author uses normative legadearch methods, and
empirical law research methods as well. Howeveseagchers will focus more on
normative legal research, while empirical law regd#a serves as supporting
information. Using primary legal materials, secongldegal materials, and tertiary
legal materials.

The oversight of the judicial commission is cairieut both internally and
externally to ensure that all judges as the priatipnplementers of the court function
shall be of high integrity, honesty and professimma, thereby gaining the trust of the
community and seekers of justice.

The public may participate in supervising the beba of judges in order to
bring about a clean and professional judiciary thgh community reports. Reports may
be conducted by individuals, groups of people, ipuldntities, legal entities,
corporation or Non-Governmental Organizations (NG®do are aware of alleged
code violations Judicial conduct ethics and judigaidelines and not limited to the
injured party. As reported is the Judge allegediglating the Code of Ethics and
Judicial Conduct Guidelines.
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|. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negarg perdasar atas hukum
(rechtsstaat) dan tidak berdasar atas kekuasa@machtsstaat) belaka sebagai
konsekuensinya segala yang terjadi harus didasg&da hukum. Sebagai negara
yang menjunjung tinggi nilai hukum, maka Negaranberikan jaminan kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradisra menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar NeganmabRefndonesia Tahun 1945.

Peradilan yang bersih adalah cerminan berjalafmujam dalam masyarakat.
Untuk mewujudkan peradilan bersih tersebut bis&kudi dari Independensi pejabat
penegak hukum dalam hal ini adalah hakim, dengaokdngan oleh masyarakat.
Masyarakat turut berperan dalam mewujudkan hukumg yéerkeadilan sebab
bagaimana kita bicara soal peradilan yang bergsiarggkan diri kita sendiri saja tidak
taat hukum.

Hakim secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5¢lddg-undang Republik
Indonesia Nomor 18 tahun 2011Tentang Perubahan latdang-undang nomor 22
tahun 2004 Tentang komisi yudisial (UU KY) adalaakim dan hakimad hocdi
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. sedangkarrasetanologi atau secara
umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yantpkdiud dengan hakim
adalah organ pengadilan yang dianggap memahaminhuiang dipundaknya telah
diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukiam keadilan itu ditegakkan,
baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidaklige (mengadili suatu perkara yang
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kunahas), dan tidak boleh ada
sat;pun yang bertentangan dengan asas dan seadilgeiberdasar Tuhan Yang Maha
Esd.

Sebagai seorang Hakim peran dan tanggung jawabg gigikulnya sangat
besar, namun disisi lain Hakim juga manusia biaggayydalam menjalankan tugasnya
tak lepas dari kekeliruan baik yang sengaja dilakukaupun yang tidak sengaja. Telah
banyak sorotan publik yang melihat tugas dariasgtakim ini dipertanyakan, mulai
dari perilaku hakim yang tertidur saat menjalantagasnya di ruang persidangan,
sampai dengan dugaan penyuapan kepada hakim samnga@i sebuah perkara
termasuk perselingkuhan yang dilakukan Hakim.

Munculnya fenomena “mafia peradilan” tidak dapgtudgkiri masih saja
terjadi di Negeri tercinta. hal ini dapat dilihard banyaknya keluhan pencari keadilan
tentang perilaku hakim dalam memeriksa dan mempdukara yang tentunya perlu
mendapat perhatian serius. Salah satu yang dipafdik belakangan ini adalah soal
integritas dan profesionalitas hakim yang masith jdari harapan, termasuk hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sepkel adanya terdakwa yang
dibebaskan hakim Pengadilan Tipikor di berbagaralgesehingga muncul usulan agar
Pengadilan Tipikor di daerah dibubarkan. Kesangydiperlihatkan hakim-hakim
Tipikor dalam memeriksa dan memutus perkara, sefairang memahami hukum
secara substansial (profesionalitas), juga tiddlan godaan dan intervensi dari luar

! Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1.
Jakarta 1992. hal 11.

>KMS A Roni, Sekilas pandang Komisi Yudisial Republik Indonesia, disampaikan pada Lokakarya
Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Dugaan Pelanggaran KEPPH tanggal 17 Mei 2017.
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(integritas). Kedua kelemahan itu menyatu sehinggtsan hakim tidak dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat.
Mengingat masih banyaknya fenomena penyimpangay yhlakukan oleh
Hakim diatas, maka diperlukan suatu lembaga yamgpgenden yang bertugas
memberikan pengawasan terhadap pelanggaran kédgagtipedoman perilaku hakim.
Komisi yudisial ini dibentuk untuk memenuhi rasaa#iéan dan kebenaran bagi
masyarakat dengan dilatar belakahgi
1. Sistem pengawasan internal (badan pengawasan disklaina ini kurang berfunsi
secara optimal,

2. Dalam rangka mengupayakan kehormatan dan keluhueatabat serta menjaga
prilaku Hakim;

3. Keinginan yang besar dari masyarakat dalam merkesdilan melalui peradilan
yang bersih;

4. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lengeagdilan akibat sinyalemen
judicial corruption(mafia peradilan)

5. Adanya keinginan yang kuat untuk melakukan pengawastas prilaku hakim
diluar teknis yudisial oleh sebuah lembaga independ

Untuk membasmi hakim-hakim “nakal’, Pasal 24B afgt Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945 memberi tugas kepada Komisi Yat{#Y), terutama menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serfalkpehakim. Komisi Yudisial
merupakan salah satu lembaga negara (selain Mahkakgang dan Mahkamah
Konstitusi) dalam bidang peradilan. KY harus mammambangun budaya kontrol yang
terukur agar hakim bermartabat dalam memeriksantamjatuhkan putusan. Fenomena
maraknya hakim nakal tidak mungkin diberantas sec@ndiri oleh KY. Sehingga
Mahkamah Agung pun harus berperan aktif dan memehiasil pemeriksaan KY secara
gentlemen. Dalam berbagai kasus, penyimpangan hallek berdiri sendiri tetapi
terdesgin dalam suatu mafia yang amat sulit dikakti tetapi begitu nyata dirasakan
publik.

Sehubungan peran dan tanggung jawab hakim yamgrsdia, serta tugas dan
tanggung jawabnya sangat besar maka hakim diarsgisggai wakil Tuhan dibumi ini,
hakim harus bekerja dengan mengandalkan hati nurariuk memutuskan orang
bersalah atau tidak. sehingga Pada dasarnya hapat diartikan sebagai orang yang
bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenan@mghukum orang yang berbuat
salah dan membenarkan orang yang benar. Dan,adidahenjalankan tugasnya
tersebut, ia tidak hanya bertanggung jawab kepdmdkpihak yang berpekara saja, dan
menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, tetay@ jmempertanggung jawabkannya
kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dalam tiap amar putusan hakim
selalu didahului kalimat: “Demi Keadilan Berdasarkdetuhanan Yang Maha Esa’.
Yang menunjukkan kewajiban penegakan hukum, kebhandan keadian itu wajib
dipertanggung jawabkan secara horizontal kepadai@enanusia, dan secara vertikal
dipertanggung jawabkan kepada Tuhan yang maha Esa.

? http://www.antikorupsi.org/en/content/membasmi-hakim-nakal diakses tanggal 20 Mei 2017 pukul
16.30 Wita
* KMS A Roni, Op Cit hal 2
5..
ibid
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B. Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian/latar belakang tersebut maka atdagirumuskan
permasalahannya yaitu :
1. Bagaimana tugas dan peran Komisi yudisial dalamaksekanan pengawasan
terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Retdakim.
2. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan pengawas#akypeakim.
3. Apa saja kendala yang dihadapi komisi yudisial malaenjalankan tugas dan
perannya.

II. KERANGKA DASAR TEORI
1. KodeEtik Profess Hukum

Pengaturan mengenai Etika dlam profesi perlurgjkan dalam aturan yang
bersifat normatif, tertulis, dan meiliki kekuataoklnm. oleh karena itu, perlu dibuat
suatu kode etik profesi bagi masing-masing protaekiterkecuali profesi sebagai hakim
tentunya.

Norma hukum bukan merupakan institusi sosgdcial institution) segala-
galanya, karena ternyata disamping norma hukumhnrdiperlukan norma yang lain,
yaitu norma etika moral dan bahkan norma agama kukiperluan mengatur,
mengendalikan, dan mendorong dinamika kehidupasab® umat manusiaSebagai
warga negara, setiap orang diatur dan terikat gpade of law(kode hukum negara),
tetapi pada saat yang sama sebagai warga atau tanggganisasi, perilaku
organisasinya diikat oleh anggaran dasar, dan amggamah tangga atau pedoman
dasar dan pedoman rumah tangga yang berlaku diulvggn organisasi tertentu. Hal
ini lah y%ng disebut dengaode of conducatau lebih tepat lagiode of organizational
conduct.

Demikian juga dengan profesi hakim yang memerlut@ge of conducyang
mempunyai kekuatan mengikat bagi para anggotanyamleKetik bagi para hakim
diperlukan, karena kode etik merupakan kumpulas agai moral atau norma dan asas
yang terima oleh kelompok tertentu sebagai landésgkah laku. Kode etik dianggap
penting bagi profesi hukum, karena profesi hukumupakan suatu masyarakat mqfal
moral Communityyang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersanfa.

Kode etik adalah sebuah kompas yang menunjuk ra@al bagi profesional
hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral prdie&kum dimata masyarakat.
Dengan demikian kode etik profesi hukum merupakamggpturan diri ( self regulation)
bagi profesional hukum dengan tujuan untuk mencéeggddinya perilaku tidak etis.

Profesi hakim harus mempunyai kode etik agar miki yang terdapat didalam
peraturan perundangan-undangan terinternalisas gad seorang hakim. Nilai-nilai
tersebut mencakup beberapa hal sebagai betkut:

6 Jimly Asshiddigie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan ke empat UUD Tahun 1945”,
makalah dsampaikan pada seminar pembangunan hukum VIlI, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan
Hukum Nasional Kemenkumham RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hal 32.

7 Ibid, hal 33

8 paul F Camenish, Grounding Professional Ethics in a Pluralistic society, New York:Haven Publication,
1983, HIm.48

EYKa nter, Etika Profesi Hukum:sebuah pendekatan Sosio-Religius, Cet. |, Jakarta, Storia Grafika, 2001,
Him 12.

10 A Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, cetakan |, Oktober 2004, Elsam, hal 33
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1. Hakim dalam menjalankana tugasnya harus bebapj hetaus menjujung tinggi
keadilan.

2. Hakim harus menjujung tinggi nilai-nilai keterbuke@an menemukan hukum
melalui metode interpretasi.

3. Hakim harus mempertanggung jawabkan sikap dankardeya baik secara vertikal
( kedapa Tuhan Yang Maha Esa) maupun secara htaligonasyarakat).

4. Hakim harus menerima keberatan yang diajukan dleikp/ang di adili apabila
meragukan objektifitas hakim tersebut.

2. Hakim Dan Kewajibannya.

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman merupakan pelaksskuasaan kehakiman
yang merdeka untuk menyeenggarakan peradilan gueaegakkan hukum dan
keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadilianDaukum acara, hakim dianggap
tahu akan hukum, jadi ia tidak boleh menolak symtkara dengan alasan tidak ada
atau belum ada hukum yang mengaturnya. Hal inissej@engan apa yang tercantum
dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangid&slan Kehakiman, yang
menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolakkkumemeriksa, mengadili, dan
memutus suatu perkara yang diajukan dengan datwvdabaukum tidak ada atau kurang
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengagil Itulah tugas dan kewajiban
hakim dalam memberikan pelayanan masyarakat pekeagilan. Maka seperti pejabat
negara lainnya, penting bagi seorang hakim untaktil sumpah sebelumnya. Dalam
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuakaaakiman, sumpah atau
janji hakim sebagai berikut'*

Sumpah :

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memekatvajiban hakim

dengan sebaik-baiknya, memegang teguh Undang-UnDasgr Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala pesatyserundang-undangan
dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dadséegara Republik

Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusebdagsa.”

Janji :

“Saya berjanji bahwa saya dengan besungguh-sungi@m memenuhi kewajiban
hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, egamg teguh Udang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, danjaferkan segala peraturan
perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menumdang-Undang Dasar
negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berlk@&tada nusa dan bangksa.”

Dalam rangka menegakkan hukum Indonesia, tugasnhatalah menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalda@eperkara yang dihadapkan
kepadanya, sehingga keputusan yang diambilnya mamdean rasa keadilan bangsa
dan masyarakat Indonesia. Dalam realitas empiita,t&ntu menyadari bahwa hakim
adalah manusia biasa ciptaan Tuhan yang mempuegistensi terbatas ketika
menghadapi pengaruh-pengaruh dari luar. Dalamuamaosiologis, pelaksanaan peran
hakim tersebut tidak berlangsung dalam wilayah m@ifnyang steril, yang mudah
dicapai, tetapi selalu dalam konteks adanya pegm@aruntuk melepaskan diri dari
pengaruh sosial , kooptasi kekuasaan, permainarpitik, atau arus ekonomi yang
kuat. Pengaruh atau tekanan dari luar yang memaigenilah yang sering menjadi
penyebab hakim kehilangan kejujuran, mengorbankaewidawaan dan
profesionalitasnya untuk penyenyelesaian senglssthingga seringkali menghasilkan
putusan yang yang tidak selaras dengan nilai keadnasyarakat. Untuk itulah ke

1 Kelik Pramudya, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Cet |, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010, hal
16-17
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depan, para hakim dituntut untuk secara total ratddn diri pada saat membuat
?zutusan, buknan hanya mengandalakan kemahirannggema& perundang-undangan.

Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang halempunyai kewajiban-
kewajiban atau tanggung jawab hukum. Kewajiban rhakebagai salah satu organ
lembaga peradilan tertuang dalam Undang-Undang KatB8oTahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Adapun kewajiban-kewaibaimh#drsebut dengan berikut :
1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami rfdai hukum dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana,nhakajib memperhatikan
pula sifat yang baik jahat dari terdakwa.

3. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persijdanapabila terikat hubungan
sedarah dan semenda sampai derajat ke tiga, afaundmn suami atau istri
sekalipun telah bercerai, dengan ketua, salah sgdrakim anggota jaksa, advokat,
atau panitera.

4. Ketua majelis, hakim anggota, wajib mengundurkan dhri persidangan apabila
terikat hubungan kekeluarga sedarah dan semendpasaierajat ketiga, atau
hubungan suami atau istri sekalipun telah bercdemgan pihak yang diadili atau
advokat.

5. Seorang hakim wajib mengundurkan diri sari pergdanapabila ia mempunyai
kepentingan langsung atau tidak langsung dengataq@elyang sedang diperiksa,
baik atas kehendaknya sendiri maupun atas bermipiaak yang berperkara.

6. Sebelum memangu jabatannya, hakim masing-masiggungan peradilan wajib
mengucapkan sumpah atau janjinya menurut agamanya.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yammimpin jalannya
persidangan harus aktif betanya dan memberi kesampeepada pihak terdakwa yang
diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanyaallapsaks-saksi, begitu pula
kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkamenegan materil akan
terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawabsa&gala yang diputuskan. Dalam
hal kebebasan hakim, hal ini perlu dihubungkan dengasalah bagaimana hakim
dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya mllenangani suatu perkara.
Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklahrtb@aamenciptakan hukum.
Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercempada yurisprudensi dan
pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebigatedoktrin.

Berhubung dengan kebebasan hakim ini, perlu pyédadkan mengenai posisi
hakim yang tidak memihakinjpartial judgg. Istilah “tidak memihak” disini tidak
diartikan secara harfiah, karena dalam menjatulpkmsannya, hakim harus memihak
kepada yang benar. Dala hal ini, hakim yang tidakmihak diartikan tidak berat
sebelah dalam mempertimbangan dan penilaiannyanHadkak memihak berarti juga
hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemetintdlahkan jika harus demikian,
menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukunepetah, misalnya tentang
keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP

2 Adi Sulistiyono, Pembanguan Kemampuan Hakim dari Perspektif Sosilogis, Makalah disampaiakn
dalam lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim, Kerjasama Komisi Yudisial, Pengadilan Tinggi,
Manado, 21-22 Oktober
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3. Tanggungjawab Hakim

Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggujagvab profesi.

Tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadjeigs yaitu *°

1. Tanggung jawab moral
Adalah tanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai danrma-nrma yang berlaku
dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutmik bersifat pribadi
maupun kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupaidah para hakim
bersangkutan.

2. Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yangaaiebeban hakim untuk
dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melargggau-rambu hukum.

3. Tanggung jawab teknis profesi adalah merupakanutamt bagi hakim untuk
melaksanakan tugasnya secara profesional sesugarmekriteria teknis yang
berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutank barsifat umum maupun
ketentuan khusus dalam lembaga

Selain tanggung jawab tersebut diatas, hakim dataemjalankan tugas dan
kewajibannya mempunyai tanggung jawab lain yangahedrof Abdulkadir
Muhammad* membagi tanggung jawab menjadi dua, yaitu : tanggwab undang-
undang (publik) dan tanggung jawab moral. Tanggawab undang-undang adalah
tanggungjawab hakim kepada penguasa (negara) keelaiamelaksanakan peradilan
berdasarkan perintah undang-undang. Tanggungjawaial mdalah tanggungjawab
hakim selaku manusia kepada Tuhan yang Maha Esg, tgdah memerinya amanat
supaya melaksanakan peradilan berdasarkan ketuNamgnMaha Esa.

[11.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana tugas dan peran Komis yudisial dalam melaksakanan pengawasan
terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bérsiendiri, dalam
pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tanganpahgaruh kekuasaan lain,
menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana telahad@kan oleh Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khysusasal 24A ayat (3), pasal 24B
pasal 25 yang menyatakan, perlunya dibentuk leminggmra baru bersifat mandiri
yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim atpmgnempunyai wewenang
lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehanmk&duhuran martabat, serta
perilaku hakim.

Pengawasan yang dilakukan komisi yudisial dilakkanabaik secara internal
maupun eksternal dan telah menjadi bagian tugas vdawenangnya untuk
memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana warmfungsi pengadilan itu
wajib berintegritas tinggi, jujur, dan profesionakhingga memperoleh kepercayaan
dari masyarakat dan pencari keadilan.

Karena selama ini kedudukan hakim sebagai salah dat bagian lembaga
peradilan dirasakan tidak berjalan secara optimakampemerintah melakukan
pembenahan-pembenahan yang salah satunya yaitardenglakukan pembentukan
Institusi yang independen yang berfungsi sebagalbdga pengawasan terhadap hakim
yaitu komisi yudisial. Misi komisi yudisial dalagengawasan prilaku hakim harus

B Rizki Argama, Tanggung Jawab Profesi Hakim sebagai aktor utama penyelenggaran kekuasaan
kehakiman di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
" Abdulkadir Muhammad. Etika Profesi Hukum. Jakarta. Citra Aditya Bakti.2006.
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benar-benar terlaksana mengingat berbagai sorotayarakat atas ketidak percayaan

terhadap Lembaga Peradilan hingga kini terus terjadlam hal pengawasan prilaku

dari hakim, dilaksanakan baik dalam menjalankaragugudisialnya maupun dalam

kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenaitgnysakimpun dituntut untuk

selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuamabat, serta etika dan

perilaku hakim terjaga dimanapun berada. Bentulgaeasan yang dilakukan oleh

komisi yudisial adalah sebagai berikut :

+ menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;

+ meminta laporan secara berkala kepada badan mardmbrkaitan dengan perilaku
hakim;

« melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggeridakp hakim;

+ memanggil dan meminta keterangan dari hakim yadgg#i melanggar kode etik
perilaku hakim; dan

+ membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa mhkdasi dan disampaikan
kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitssita tindasannya
disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubatenUndang-undang
Nomor 22 tahun 2004 Tentang komisi yudisial menkagrikewenangan bagi komisi
yudisial pada pasal 13 sebagai berikut :

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakimoaddhMahkamah Agung
kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;

2. Menjaga dan menegakkan kehormatan hakim dan kelnhuartabat serta menjaga
perilaku hakim;

3. Menetapkan kode etik dan/atau perilaku hakim (KEEPBersama-sama dengan
mahkah agung;

4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik tangadoman perilaku hakim
(KEPPH).

Sedangkan tugas Komisi Yudisial diatur dalam p28daJU No. 18 Tahun 2011
“Dalam melaksanakan wewenang menjaga dan menegékkanmatan dan keluruhan
martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yiatlisnempunya tugas:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadapkpena&im;

2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan denglanggaran KEPPH,;

3. Melakukan verifikasi, klasifikasi dan investigagrhadap laporan dugaan
pelanggaran KEPPH;

4. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan peland<{E&PH;

5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain t#paorang perseorangan,
kelompok orang, atau badan hukum yang merendal#aorinatan dan keluhuran
martabat hakim.

Komisi yudisial merupakan Lembaga Negara yang faranandiri dan dalam
melaksanakan wewenangnya bebas dari campur tangan pgngaruh kekuasaan
lainnya. Dalam menjalankan tugasnya dan fungskomaisi Yudisial berkedudukan di
ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat nmgigda penghubung di setiap
daerah sesuai dengan kebutuhan. Sehingga samgandeaat ini penghubung Komisi
Yudisial sudah dibentuk 9 (sembilan) Provinsi yaegsebar di seluruh Wilayah
Repubik Indonesia.

Penghubung komisi yudisial adalah unit pembantaksaina tugas di daerah

yang dibentuk oleh komisi yudisial dengan tujuatukmrmemberikan kemudahan bagi
masyarakat dalam menyampaikan laporan, mengingaéaktifitas pemantauan
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persidangan, dan sosialisasi kelembgaaan dalankaangnjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakiogas penguhubung komisi

yudisial adalah sebagai berikit:

1. Menerima laporan masyarakat terkait dengan dugatanggaran kode etik dan

pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke komisiigial

2. Melakukan pemantauan persidangan diwilayah kerjanya

3. Melaksanakan sosialisasi kode etik dan pedomanlakerihakim (KEPPH),
sosialisasi perankelembagaan komisi yudisial, Bsagm iformasi seleksi calon
hakim agung dan hakim, seta sosialisasi lainnyaagab agian dari upaya
pencegahan penyimpangan perilaku hakim;

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan otehi&i yudisial.

Komisi yudisial penghubung juga melaksamakugasnya dengan membentuk
jejaring didaerah. Jejaring Komisi Yudisial ini miéiki tugas sebagai berikdf

1. Melakukan penelitian putusan hakim di masing-masdiagrah

2. Membantu Komisi Yudisial dalam melakukan rekam Kejmtuk menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat sertéakperhakim di masing-
masing daerah.

3. Membantu Komisi Yudisial untuk mensosialisasikaogopam kelebagaan, termasuk
memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentdmjstdan prosedur pengajuan
laporan kepada Komisi Yudisial, serta

4. Membangun upaya dan strategi untuk meminimalisagnghindari dan/atau
melawan mafia peradilan.

Bentuk pengawasan yang menjadi kewenangan Komiglisial dalam
pengawasannya terhadap prilaku hakim dilaksanaeagaimana yang tertuang dalam
dengan Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Adrindan Ketua Komisi
Yudisal Nomor : 047/KMA/SKB/1V/2009: dan Nomor: (B&KB/P.KY/IV/2009 terdapat
10 (sepuluh) prinsip kode Etik dan Pedoman Perildag harus dipatuhi oleh seorang
hakim sebagai berikut : (1) Berperilaku adil (2)rBerilaku jujur (3) Berperilaku arif
dan bijaksana (4) Bersikap mandiri (5) Berintegrit®aggi (6) Bertanggung jawab (7)
Menjunjung tinggi harga diri (8) Berdisiplin ting®) Berperilaku rendah hati dan (10)
Bersikap profesional.

Terhadap hakim yang diduga telah melakukan pelaagg®rhadap 10 prinsip
diatasmaka akan dilakukan pemeriksaan oleh Mahkahgaing RI dan/atau Komisi
Yudisial RI. Hakim yang diusulkan untuk dikenaksanksi pemberhentian sementara
dan pemberhentian diberi kesempatan untuk membeld chajelis kehormatan hakim.

Dalam pelaksanaan menjaga dan menegakkan kehotrkatahuran martabat,
serta perilaku hakim, Komisi Yudisial menerima degn masyarakat dan/atau
informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etikatan/Pedoman Perilaku Hakim.
Hingga kini berbagai macam aduan telah disampailk@eh masyarat, baik secara
langsung maupun tidak langsung atau berupa tembu3ata dari komisi yudisial
sampai dengan Mei 2017 laporan masyarakat yangkmdisKomisi Yudisial yaitu
sebanyak 971 laporan, Dari data tersebut haeypanyak 98 laporan saja yang
memenuhi syarat. dalam sidang pleno sebanyakagbskyang berhasil di putus, dan
sisanya dinyatakan tidak terbukti. Dari data aBafelas menunjukan bahwa laporan
yang disampain oleh masyarakat tidak berkualitasrefa hanya sedikit yang

B KMS A Roni, op cit
" ibid
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memenuhi syarat dan dapat dibuktikan bahwa bensarbeda pelanggaran kode etik
dan pedoan perilaku hakith.

Dari banyaknya laporan yang masuk pada Komisi Mabiternyata 90%
menunjukan akibat ketidak puasan masyarakat teph&ddusan Pengadilan. Hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat belum paham manargaal Pelanggaran kode etik
dan mana yang bukan. Masyarakat bisa saja merdgaapuhakim pada Pengadilan
tidak adil baginya, namun hal ini tentunya bukanfamah pelanggaran kode etik
Karena jika ketidak puasa akibat putusan pengaditfamsyarakat dapat mengajukan
upaya hukum selanjutnya yaitu Banding, Kasasi, Baminjauan Kembali. Disamping
banyaknya laporan yang diakibatkan ketidakpuasdmadep hasil putusan, hal lain
yang bahkan bukan menyangkut perilaku hakim, tdtggoran terhadap prilaku Jaksa
bahkan Kepolisian®

Analisis terhadap putusan yang telah berkekuatdurhutetap oleh Komisi
Yudisial sebagaimana dimaksud oleh Undang-undakg&saan Kehakiman tujuannya
adalah sebagai dasar untuk memberikan rekomendagjenai promosi dan demotasi,
serta untuk mencari/mengetahui adanya dugaan tgrhpdlanggaran terhadap kode
etik ataupun terhadap hukum acara, itu saja. Bpkala substansi apa yang diputuskan
oleh hakim karena Komisi Yudisial bukanlah pelakkiasaan kehakima.

Di dalam pasal 23 ayat (1) UUKY ditegaskan mengesal penjatuhan sanksi
yang dapat diberikan Komisi Yudisial kepada hakimasusi dengan tingkat
pelanggarannya, yaitu: (1) Teguran tertulis; (2mPerhentian sementara; atau (3)
Pemberhentian.

Berikut ini Jenis sanksi yang direkomendasikam &lemisi Yudisial*°

JENIS REKOMENDASI SANKSI

Usulan Sanksi

Usulan Sanksi Sedang Usulan Sanksi Berat :
Ringan : :

1. Teguranlisan; | 1. Penundaan 1. pembebasan dari MA menjatuhkan

2. Teguran
tertulis;

3. pernyataan
tidak puas
secara tertulis

kenaikan gaji
berkala paling
lama 1 (satu)
tahun;

2. penurunan gaji

sebesar 1 (satu)
kali kenaikan gaji
berkala paling
lama 1 (satu)
tahun;

3. penundaan

kenaikan pangkat
paling lama 1
(satu) tahun;

4. hakim non palu 6

(enam) bulan.

jabatan struktural;

2. hakim non palu lebih
dari 6 (enma) bulan
sampai dengan 2
(dua) tahun;

3.pemberhentian
sementara;

4.pemberhentian
tetap dengan hak
pensiun;

5.pemberhentian
tetap tidak
dengan hormat.

sangsi terhadap
hakim yang
melakuan
pelanggaran kods
etik pedoman
dan/atau Perilaky
Hakim yang
diusulkan oleh
Komisi Yudisial
dalam waktu
paling lama 60
(enam puluh) har
terhitung sejak
tanggal usulan
diterima MA.

D

Y Indra Syamsu, Makalah penngkatan pemahaman masyarakat teradap dugaan pelangnggaran
KEPPH”, disampaikan pada Lokakarya, tanggal 18 Mei 2017.

¥ ibid

' http://arieflawyer.blogspot.co.id/2011/05/masalah-teknis-yudisial-dan-pengawasan.html. diunggah

tanggal 29 Mei 2016, pukul 17.50 Wita.

29 KMS Roni, Op cip
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Dari data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa dtommdisial dalam
melaksanakan tugasnya hanya sebatas memberikarmop#asi, tidak dapat
memberikan sanksi.

Dari rekomondasi yang disampaikan oleh komisi yiatisnaka selanjutnya akan
dilasanakan oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH). jdlis Kehormatan Hakim
(MKH) adalah forum pembelaan diri bagi hakim yarggdasarkan hasil pemeriksaan
dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimdi@ur dalam peraturan
perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijataihiksi berat berupa pemberhentian.

Usul pemberhentian sanksi teguran tertulis ini rthéealasan kesalahannya,
bersifat mengikat, disampaikan Komisi Yudisial k@ggimpinan Mahkamah Agung
dan/atau Mahkamah Konstitusi (pasal 23 ayat 2)afgichan usul penjatuhan sanksi
pemberhentian sementara dan pemberhentian iniatlisen Komisi Yudisial kepada
Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (p23alyat 3). Untuk hakim yang
dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan pherd@mn diberi kesempatan
secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelisdfmatan Hakim (pasal 23 ayat
4). Dalam hal pembelaan ditolak, usul pemberheriteiam diajukan oleh Mahkamah
Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada presmiimg lambat 14 hari sejak
pembelaan ditolak oleh Majelis Kehormatan (pasalagdt 5). Keputusan Presiden
mengenai pemberhentian hakim, ditetapkan dalamkgamgaktu paling lama 14 hari
sejak presiden menerima usul Mahkamah Agung ([23salat 6).

Selain tugas pengawasan, Komisi Yudisial juga dapahgusulkan kepada
Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untwmberikan penghargaan
kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam méaegkehormatan dan keluhuran
martabat serta menjaga perilaku hakim (pasal 2dlaya

B. Bagaimana Prosedur Dan Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim

Aspek penegakan hukum merupakan salah satu fgatgg mendapat peranan
penting dalam konteks Negara hukg@rachstaat) Dalam arti sempit tegaknya hukum
sering diindentikkan dengan tegaknya Undang-undBiagnun dalam arti yang lebih
luas pegakan hukum itu adalah upaya menjamin tggakitai-nilai keadilan yang ada
dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif hukum, tujuan pengawasan itu umhgnghindari terjadinya
kekeliruan-kekeliruan, baik yang sengaja maupuaktidengaja, sebagai suatu usaha
prventif, atau juga untuk memperbaiki apabila sugajadi kekeliruan itu sebagai usaha
represif. Dalam praktik adanya kontrol itu seringjhdt sebagai sarana mencegah
timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas perabant dari apa yang telah
digariskan. Memang disinilah letak inti atau hakglengawasan

Hakim sebagai bagian dari penegak Hukum, keberagagnga diawasi. Salah
satu maksud dibentuknya komisi yusidial dalam stnukkekuasaan kehakiman
Indonesia adalah agar warga masyarakat di lugktatreesmi lembaga parlemen dapat
dilbatkan dalam pengawasan proses pengangkataifgipe kinerja dan kemungkinan
pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untulknjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku nmatalam rangka mewujudkan
kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-TuhananMahg Esa.

Penerimaan laporan masyarakat merupakan tahapdal@ah proses penanganan
laporan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, laporgang disampaian masyarakat
dilaksanakan oleh petugas penerima yang ditunjelk Seketaris Jenderal, dalam hal ini

' paulus E Lotulung, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Jakarta,
Buana Pancakarsa, 1989, HIm.15
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Kepala Biro untuk melakukan penerimaan, pencat@danpenomoran laporan. Laporan
dapat dilakukan oleh perseorangangan, kelompokgepfaadan publik, badan hukum,
koporasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaeggetahui adanya dugaan
pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakimtatak terbatas kepada pihak
yang dirugikan. Laporan dapat disampaikan langsiag tidak langsung melalui pos,
faksimile?* Dan sebagai terlapor adalah Hakim yang didugaknkbn pelanggaran
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Hal-hal terkait laporai®

1. Laporan masyarakat tidak dipungut biaya (gratis);
2.
3. Komisi yudisial tidak dapat menindaklanjuti laporamas dugaan pelanggaran

Komosi yudisial tidak dapat membatalkan/memeringahéksekusi;

KEPPH yang dilakukan sebelum diundangkannya Undawgng Nomor 22
Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial sebagaimanahtdiabah dengan Undang-
undang Nomor 18 tahun 2011;

Penanganan laporan dilakukan secara transparaat, depat, tuntas, dan dapat
dipertanggung jawabkan dengan tanpa menguranghlalpelapor, saksi, ahli, dan
terlapor.

Tahapan laporan

Berikut ini tata cara penyampai laporan yang dkajukepada Komsi Yudisiaf:

1. Laporan disampaikan secara tertulis dalam Bahad@nésia ditujukan kepada
Ketua Komisi Yudisial (dalam hal pelapor tuna aksatuna netra, laporan dapat
disampaikan secara lisan dan petugas penerima taenbal-hal yang
disampaikan oleh pelapor, laporan ditandatangdm@rdi cap jempol oleh
pelapor);

2. Surat laporan menyebutkan identitas pelapor terdias nama, alamat,
pekerjaan, dan nomor telepon yang dapat dihubdegigan wajib melampirkan

a. Fotokopi KTP/tanda pengenal lain (KTP/SIM/Passport)

b. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

c. Apabila menggunakan kuasa maka perlu melampirkamat skuasa
khusus melapor ke Komisi Yudisial;

d. Apabila masih ada hubungan keluarga maka wajib nm@t&an buku
nikah dan atau kartu keluarga;

e. Apabila mewakili lembaga negara/instansi pemerimetika tidak perlu
disertai KTP.

3. Surat laporan menyebutkan nama dan jabatan terl@pajelis/hakim yang
dilaporkan dan/atau nomor perkara) yang diduga mgelar Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

4. Tata cara laporan ke (4)

a. Perilaku murni , maka wajib untuk :
- Menyebutkan jenis/uraian dugaan pelanggaran KEP&t4 ylilanggar
oleh hakim;
- Dapat menyebutkan dasar/butir pelanggaran KEPPH;
- Melampirkan bukti dan data pendukung berupa : rekamfoto,
keterangan saksi secara tertulis dan bermaterai;

*?Indra Syamsu, op Cit
% ibid
**Indra Syamsu, ibid
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- Kronologis/penjelasan tentang kapan terjadi peleggasiapa yang

melihat, dimana kejadiannya.
b. Putusan/penetapan, maka wajib untuk :

- Menyebutkan jenis/uraian dugaan pelanggaran KEPRidg yada
dalamputusan/penetapan;

- Dapat menyebutkan dasar/butir pelanggaran KEPPH;

- melampirkan fotokopi legalisir putusan/penetapan;

- Dapat melampirkan bukti pendukung lainnya (rekamamu berita acara
persidangan dll.)

. Tata Cara Laporan (5)

Khusus terhadap laporan mengenai dugaan pelang¢@&RPH yang terjadi

ketika proses persidangan yang masih berjalan @®nan Pemantauan),

pelapor wajib menyebutkan:

- Jenis/uraian dugaan pelanggaran KEPPH;

- Menyebutkan siapa sanksi yang melihat, kapan damarth terjadinya
pelanggaran KEPPH;

- Permohonan Pemantauan kepada Komisi Yudisial;

- Terhadap laporan yang sedang dalam proses peraimakgmisi Yudisial
tidak dapat melakukan pemeriksaan terkapor;

- Permohonan Pemantauan cukup melampirkan fotokeptitds permohonan
(KTP/SIM/Passport).

. Jika laporan sudah mendapatkan nomor registerynias perkembangan —

pelaporan dapat dimintakan informasinya ke Komisdigial (Telp. 021 3190
3876; 31903803; 31903902).

. Tata cara laporan (7)

1. Pelapor wajib :

- Melampirkan dan melengkapi laporan sesuai denarenken dalam
Peraturan Perundang-undangan;

- Memenuhi permintaan Komis Yudisial dalm rangka rdekianjuti laporan;

- Dan menyampaikan bukti-bukti pendukung laporan.

2. Pelapor berhak :

- Melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakuki@h Terlapor
kepada KY;

- Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan atas keteratga informasi yang
karena sifatnya merupakan rahasia KY.

- Memperoleh standar pelayanan penanganan laporan;

- Mendapatkan pelayanan penanganan laporan, informt@siperkembangan
laporan, surat pemberitahuan hasil akhir penangkpamnan,

- Dan mencabut laporan.

. Tahap Verifikas laporan

Verifikasi adalah pemeriksaan persyaratan lapordankumenemukan kebenaran

laporan atas dugaan pelanggaran kode etik dan @edpsrilaku hakim. Yang

bertujuan:

- Untuk meneliti kesesuaian antara surat laporanrehgkti pendukung

- Untuk mengetahui dugaan awal pelanggaran kodelatikpedoman perilaku
hakim;

- Untuk mengetahui kebenaran laporan dan pelapor;

- Untuk mempermudah pendalaman laporan masyarakat.
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Sasaran verifikasi

- Surat laporan bukti pendukung laporan;

- Video atau audio;

- Keterangan saksi-saksi;

- Keterangan narasumber;

- Tempat terjadinya pelanggaran kode etik dan pedguaalaku hakim.

Verifikasi dokumen sekurang-kurangnya memuat :

- Laporan terkait dengan dugaan pelanggaran kodelatikpedoman perilaku
hakim;

- Ditujukan kepada Komisi Yudisial;

- Ditandatangani oleh Pelapor;

- Melampirkan fookopinkartu identitas pelapor;

- Melampirkan surat kuasa khusus asli yang ditujukapada Komisi
Yudisial;

- Melampirkan Fotokopi salinan resmi putusan yanghtetlilegalisir (jika
laporan terkait dengan putusan perkara);

- Melampirkan bukti pendukung lain terkat dengan &dansugaan
pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakimle@¢y audio, foto,
keterangan saksi, dsb).

Hasil verifikasi laporan periode Januari s.d. 30iA2017

No Hasil verifikasi Jan | Feb | Mar | Apr | Mei

1 Laporan bukan kewenangan KY dan3 7 9 12| 36
diteruskan ke Instansi lain
2 Laporan diteruskan ke BAWAS MA 9 15 10 8 42
RI
3 Laporan permohonan pemantauan 15 |19 13 15 | 62
4 Laporan diarsipkan karena alamat3 2 3 1 9
pelapor tidak jelas
5 Masih proses verifikasi 97 64 86 72 306
Jumlah
Sumber: Komisi Yudisial Republik Indonesia

Registrasi laporan masyarakat :

Jumlah laporan yang dilakukan diregister pada peridanuari s.d. 30 April
2017 adalah sebanyak 97 laporam, dengan rincian:

- 62 laporan berasal dari penerimaan laporan tahtié 20

- 35 laporan berasal dari penerimaan laporan tahii@ 20

Penanganan pendahuluan dinyatakan selesai apabila:

- laporan telah memenuhi persyaraan untuk dilakukgistrasi

- laporan bukan wewenang dan tugas komisi yudisial

- laporan tidak memenuhi persyarakatn setelah mel¢avagka waktu; atau
- laporan dicabut.

Keberhasilan hukum akan dilihat dari efektifnya ik di dalam
masyarakat, hukum akan efektif berjalan jika hukiensebut mencapai tujuan
yang dikehendaki, terutama oleh pembentuk hukuita getaksana hukum yang
bersangkutan. Adapula yang menyatakan suatu hukinyatdkan efektif
apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yamyajkan atau dikehendaki
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oleh hukum, efektifitas hukum juga menyoroti seb@gia suatu peraturan yang
dibentuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam menjalankan tugas komisi yudisial harusikiichg oleh seluruh
stockholder, Di era keterbukan informasi publiktsag peran serta masyarakat
sangat dibutuhkan mendukung tugas dan peran Korodisial dalam usaha
mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melpkngusulan
pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalagkaamenjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, sentdakpe Hakim demi
tegaknya hokum dan keadilan sesuai dengan UndadgsfignDasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

C. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Komis Yudisial Dalam Menjalankan Tugas
Dan Perannya.

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan malsys yang tertib,
menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercipt&eyertiban dalam masyarakat
diharapkan kepentingan manusia dapat terlinddngi

Dalam menerapkan tujuan tersebut tidak lepas darmanan penegak hukum
sebagai unsur yang bertanggung jawab untuk membadaru menerapkan hukum.
Penetapan ketentuan hukum dimasyarakat dikatakdwaieapabila ketentuan hukum
tersebut tidak bertentangan dengan masyarakat idankgetentuan hukum tersebut
dijalankan meka kesimbungan didalam masyarakat tkguli.

Prinsip penanganan laporan sebagaimana disebutidam dPeraturan Komisi
Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan riaapblasyarakat . Salah satu
amanat pada Peraturan tersebut adalah agar setiapganan laporan dilakukan secara
cepat, tepat, cermat, tuntas dan dapat dipertagggawabkan, dengan tidak
mengurangi hak-hak pelapor, saksi, ahli, dan terlagDari banyaknya laporan yang
masuk pada Komisi Yudisial dapat simpulkan bahwjadekesalahan persepsi terjadi,
antara lair’’. Sehingga banyak laporan masyarakat yang tidakiasedengan
substansinya, dan tidak dapat diproses sesuai dempgasedur dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

1. Komisi yudisial dapat merubah/memperbaiki suatwgan (termasuk menilai salah
atau benarnya suatu putusan)

Memerintahkan Ketua Pengadilan untuk melaksanateanmenunda eksekusi.
Memerintahkan agar Majelis Hakim diganti

Memerintahkan kepa KPN/Majelis Hakim untuk merubtdtus Tahanan.
Mempengarhi majelis Hakim untuk memeriksa dan ¢ ateemutus suatu perkara
yang sedang berjalan, dan

Laporan tidak terkait dengan hakim, misalnya (p&tl Panitera, Polisi,Jaksa, atau
Instansi lain diluar Hakim Komisi Yusidial).

akwn

o

Disamping hal-hal tersebut diatas, kendala laingydihadapi oleh Komisi Yudisial
yang wilayah tugasnya meliputi Wilayah seluruh Inelsia, adalah:- kurangnya
personil/petugas, kurangnya Anggaran yang tersédik, ditingkat pusat maupun di
lingkat Komisi Yudisial penghuburfd.

» Mertokusumo, Penemuan hukum sebuah pengantar, Edisi 1, Cetakan ke |, Leberti,Yogyakarta, 1996,
Hal.58.

% csT Kansil, pengaruh ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, Hal.49
*Indra Syamsu, op cit

*® Wawancara dengan Ketua Komisi Yudisial Penghubung Provisi Kaltim, 28 Mei 2017
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V. PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasasarkan hasil penelitian maka dapat diarebihkpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hakim sebagai salah satu dari bagiandganberadilan dirasakan
belum berjalan secara optimal maka pemerintah mkéak pembenahan-
pembenahan yang salah satunya yaitu dengan melakekabentukan Institusi
yang independen yang berfungsi sebagai lembagaapesgn terhadap hakim
yaitu komisi yudisial.

2. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang beérgifi@ndiri, dalam
pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangarpetgaruh kekuasaan
lain, menjalankan tugas dan fungsi sebagaimal@ tdiamanatkan oleh
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tat#b, berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempweyanang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhorartabat, serta
perilaku hakim.

3. Misi komisi yudisial dalam pengawasan prilaku ihakharus benar-benar
terlaksana mengingat berbagai sorotan masyarakest latidak percayaan
terhadap Lembaga Peradilan hingga kini terus terjgoengawasan prilaku
hakim, dilaksanakan baik dalam menjalankan tugaksiainya maupun dalam
kesehariannya.

4. Dalam tugas dan wewenangnya, hakimpun dituntutkusélalu menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, seka @n perilaku hakim
terjaga dimanapun berada, baik ketika dalam merkalatugas maupun dalam
pergaulan sehari-hari bersama keluarga dan masyarak

5. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Katisilalah :

- menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;

- meminta laporan secara berkala kepada badan erdodrkaitan dengan
perilaku hakim;

- melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggariéakp hakim;

- memanggil dan meminta keterangan dari hakim yamyigdi melanggar
kode etik perilaku hakim; dan

- membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa mkdasi dan
disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkakmatstitusi,
serta tindasannya disampaikan kepada PresidenEBn D

6. Warga masyarakat di luar Struktur resmi lembagdepen dapat dilbatkan
dalam pengawasan proses pengangkatan, penilaianskidan kemungkinan
pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untukjage dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku nhakdalam rangka
mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan karnim Yang Maha Esa.

7. Penerimaan laporan masyarakat merupakan tahap aakm proses
penanganan laporan yang dilakukan oleh Komisi Yaklidaporan yang
disampaian masyarakat dilaksanakan oleh petugasipenyang ditunjuk oleh
Seketaris Jenderal, dalam hal ini Kepala Biro umuilakukan penerimaan,
pencatatan dan penomoran laporan.

8. Laporan masyarakar dapat dilakukan secara perggorgan, kelompok orang,
badan publik, badan hukum, koporasi atau Lembagad8ya Masyarakat
(LSM) yang mengetahui adanya dugaan pelanggarae ktll dan pedoman
perilaku Hakim dan tidak terbatas kepada pihak ydinggikan.
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B.

A.
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Saran

1. Akan lebih baik lagi jika semua Aparat Hukum, judidekukan pengawasan,
bukan hanya Hakim. Sebab semua Struktur PenegaknHikemiliki potensi
terjadi penyalahgunaan wewenang.

2. Perlunya sosialisasi langsung kepada seluruh koermpamasyarakat, agar
masyarakat tau haknya turut serta dalam pengawasdaku Hakim, sebagai
bagian dari upaya menegakkan hukum yang berkeadila

3. Sejauh ini Komisi Yudisial hanya memberikan rekonasi, pemberian Sanksi
bukan kewenangan Komisi Yudisial, sehingga perjukemnbali.

4. Kewenangan Komisi Yudisial penguhung di Daerahedykan peran serta
kerjasama dengan seluruh stockholder dan masyasetanpat.

5. Perlunya koordinasi lebih inten, serta penguatamankerja / jejaring Komisi
Yudisial.
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